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PelaksanaanDefinisi

DEFINISI REVISI ANGGARAN

Perubahan RKA berupa penyesuaian 
rincian anggaran dan/atau informasi 
Kinerja yang telah ditetapkan 
berdasarkan UU mengenai APBN, 
termasuk revisi atas DIPA yang telah 
disahkan pada TA berkenaan

Revisi Anggaran dapat dilakukan 
setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA 
BUN ditetapkan

PMK Nomor 62 tahun 2022 tentang Perencanaan Anggaran, 
Pelaksana Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Revisi Anggaran 

dalam hal Pagu 

Anggaran Berubah

Perubahan anggaran 

termasuk rinciannya 

yang disebabkan oleh 

penambahan atau 

pengurangan pagu 

belanja BA K/L 

dan/atau BA BUN

Revisi Administrasi

Perubahan rincian belanja 

BA K/L dan/atau BA BUN 

yang dilakukan dengan 

pergeseran rincian 

anggaran dalam 1 (satu) 

BA K/L atau BA BUN yang 

tidak menyebabkan 

penambahan atau 

pengurangan pagu belanja 

dan pagu pengeluaran 

pembiayaan

Revisi yang 

disebabkan oleh 

perbaikan/ralat/korek 

si administrasi, 

perubahan rumusan 

yang tidak terkait 

dengan anggaran, 

pembukaan blokir, 

dan/atau revisi 

lainnya yang 

ditetapkan sebagai 

revisi administrasi
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Revisi Anggaran dalam 

hal Pagu Anggaran 

Tetap

JENIS REVISI ANGGARAN



KEWENANGAN REVISI

untuk :
a. perubahan RKA yang tidak 

menyebabkan perubahan DIPA berupa 
perubahan POK; dan/atau

b. perubahan RKA untuk jenis 
revisi/substansi tertentu yang 
menyebabkan perubahan DIPA dengan 
mendapat pengesahan dari Menteri 
Keuangan
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Revisi Anggaran ditetapkan oleh :

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA • Menteri Keuangan untuk perubahan
RKA dan revisi administrasi yang
menyebabkan perubahan DIPA, dilakukan
oleh:

a. DJA➔ untuk menetapkan usulan Revisi

• Anggaran yang memerlukan
• penelaahan, dan/atau Revisi Anggaran 

berupa pengesahan; dan

b. DJPb➔ untuk menetapkan usulan

• Revisi Anggaran berupa pengesahan, 
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dit. PA berwenang menetapkan 

usulan Revisi Anggaran antar Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal

• Perbendaharaan; dan

2) Kanwil DJPb berwenang menetapkan
• usulan Revisi Anggaran dalam satu 

wilayah.
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Revisi Anggaran terkait PNBP Revisi Anggaran terkait 
Pinjaman

Revisi Anggaran terkait Hibah

Revisi Anggaran terkait SBSN Revisi Anggaran terkait 
Belanja Operasional

Revisi Anggaran terkait BA 
BUN
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TEMA REVISI

Revisi Anggaran terkait 
Tunggakan

Revisi Anggaran terkait RO 
Prioritas Nasional

Revisi Anggaran terkait RO 
Cadangan

Revisi Anggaran terkait 
Penanganan Bencana Alam

Revisi Anggaran terkait 
Persetujuan DPR

Revisi Rumusan Informasi 
Kinerja

Revisi Anggaran terkait 
Pemberian Hibah kepada 
Pemerintah/Lembaga Asing

Kebijakan Penyesuaian 
Belanja Negara dan 
Pemerintah Lainnya

Revisi Anggaran DIPA K/L dan 
DIPA BUN yang bersumber 
dari BA BUN



3. Hasil reviu yang dilakukan oleh 

APIP K/L dituangkan dalam LHR 

APIP K/L, khusus:

• Pagu anggaran berubah;

• Revisi antar Program yang berdampak

pada pengurangan volume RO, kecuali

dalam rangka pemenuhan Belanja Ops;
• Revisi Anggaran dalam rangka

reorganisasi

• Terdapat Program/Kegiatan/KR6O/RO 

baru

4. Sekjen/Esl I K/L 

menyampaikan surat usulan 

Revisi Anggaran kepada 

Dirjen Anggaran melalui 

Sistem Informasi dengan 

mengunggah salinan digital 

atau hasil pindaian dokumen 

pendukung

1. KPA menyampaikan surat 

usulan Revisi Anggaran 

kepada Sekjen/Esl I K/L, 

dokumen pendukung berupa:
a. data dalam Sistem 

Informasi; dan
b. dokumen pendukung

terkait lainnya.

2. Sekjen/Esl I K/L melakukan

penelitian, dan ( jika diperlukan)

mengajukan kepada APIP untuk
dilakukan reviu

1
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MEKANISMEREVISI(PADADJA)



MEKANISME 

REVISI 

ANGGARAN 

DJA UNTUK BA 

K/L

• pagu anggaran berubah;

• antar Program yang berdampak pada pengurangan volume 

Keluaran (RO), kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja 

Operasional;

• dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi 

Kementerian/Lembaga; 

• terdapat Program/Kegiatan/KRO /RO baru



MEKANISME REVISI ANGGARAN DI DJA UNTUK BA K/L

KPA • PEJABAT ESELON I Direktorat Jenderal Anggaran

Surat Usulan Revisi Anggaran melalui Sistem

Informasi:

1. Disetujui pejabat eselon I 

2. Disetujui menteri dalam hal antar-program, 

kecuali pemenuhan Belanja Ops 

3. LHR APIP KL

4. RK BMN hasil Penelaahan Perubahan

(penambahan, objek baru) 

5. Clearance: Kominfo hal belanja teknologi

informasi komunikasi; KL terkait

6. Surat pernyataan pejabat eselon Iterkait akun

526  (proposal masyarakat/Pemda penerima

barang; kesanggupan menerima barang)

CATATAN APABILA PENELAAHAN: 

❑ perubahan pagu anggaran PNBP → Dit. PNBP sebagai bahan 

pertimbangan

 konfirmasi atas batas maksimal PNBP yang dapat digunakan

sebagai belanja

 Informasi kinerja pencapaian PNBP

❑ RO Prioritas Nasional → Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

• Belum lengkap

dokumen, pengembalian

→ Sistem Informasi

• Surat pengesahan Revisi

Anggaran

• Surat penolakan usulan 

Revisi Anggaran

• SETJEN
• APIP K/L 

APIP KL:

Kesesuaian dokumen

pendukung dengan

kaidah

Perencanaan dan 

penganggaran



Mekanisme Revisi Anggaran antar-

KL

Menteri/Pimpinan 

Lembaga 

(pemberi/penerima alokasi)
Surat Permohonan

Persetujuan: 

• Usulan

anggaran

digeser

Menteri Keuangan c.q. 

DJA

• Penetapan melalui 

surat pengesahan 

Revisi Anggaran

• Surat penolakan 

usulan Revisi 

Anggaran.

CATATAN:
• KPA KL penerima tambahan alokasi anggaran mengusul seperti

mekanisme revisi anggaran di DJA

• Tidak disebutkan disertai: RK BMN hasil Penelaahan Perubahan; 

Clearance; Surat terkait akun 526



MEKANISME REVISI ANGGARAN DJPb UNTUK BA K/L

Cakupan:
1. pergeseran anggaran antar-Satker
2. dan/ atau antar-Kegiatan



MEKANISME REVISI ANGGARAN DJPb

UNTUK BA K/L

KPA Direktorat Pelaksanaan Anggaram
DJPb

Surat Usulan Revisi Anggaran:

1. data dalam Sistem Informasi

2. surat persetujuan pejabat eselon I 

(cakupan)

3. RK BMN hasil Penelaahan

Perubahan (penambahan, objek

baru) 

4. Clearance: Kominfo hal belanja

teknologi informasi komunikasi; KL 

terkait

5. Surat pernyataan pejabat eselon I 

terkait akun 526   (proposal 

masyarakat/Pemda penerima

barang; kesanggupan menerima

barang)

• PEJABAT ESELON I

• Belum lengkap dokumen, 

pengembalian → Sistem

Informasi

• Surat pengesahan Revisi

Anggaran

• Surat penolakan usulan 

Revisi Anggaran



MEKANISME REVISI ANGGARAN Kanwil DJPb UNTUK BA K/L

Cakupan:
1. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan

Kegiatan baru untuk Satker yang bersangkutan pada DIPA 
Petikan Satker;

2. Pergeseran anggaran antar-Satker;
3. pergeseran antar-Kegiatan.



MEKANISME REVISI ANGGARAN KANWIL DJPb UNTUK BA K/L

KPA Kanwil DJPb

Surat Usulan Revisi Anggaran:
1. data dalam Sistem

Informasi
2. surat persetujuan pejabat

eselon I (cakupan)
3. Clearance: Kominfo hal

belanja teknologi informasi
komunikasi; KL terkait

• PEJABAT ESELON I

• Belum lengkap dokumen, 

pengembalian → Sistem

Informasi

• Surat pengesahan Revisi

Anggaran

• Surat penolakan usulan 

Revisi Anggaran



MEKANISME REVISI ANGGARAN KPA UNTUK BA K/L

Cakupan Revisi:
1. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kegiatan; 
2. penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam 

1 (satu) RO.

Syarat:
1. tidak mengubah sumber dana, pagu anggaran Satker, satuan dan 

volume RO, dan jenis belanja;
2. dilakukan dengan memperhatikan hasil reviu APIP K/L atas RKA-

K/L atau RKA-BUN tahun anggaran berkenaan.



MEKANISME REVISI ANGGARAN KPA UNTUK BA K/L

KPA

Dokumen:
• Penetapan atas

pemutakhiran data POK 
dan mengubah data RKA-
KL menggunakan Sistem
Informasi.



MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KL BERAKIBATKAN PERUBAHAN DIPA

Cakupan Revisi:
1. pemenuhan Belanja Operasional (termasuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional);
2. Pemenuhan kebutuhan selisih kurs sepanjang bukan yang berasal dari sumber dana PLN atau hibah 

luar negeri;
3. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/ atau Swakelola untuk menambah volume RO yang sama 

dan/ atau RO yang lain, termasuk s1sa RO Prioritas Nasional dan untuk pemenuhan Belanja 
Operasional;

4. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis 
Sistem Informasi;

5. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi;
6. ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk 

Pemberian Pinjaman, p1nJaman yang diterushibahkan, dan/ atau Penerusan Hibah setelah mendapat 
persetujuan dari DJPPR;

7. ralat cara penarikan SBSN setelah mendapat persetujuan dari DJPPR;
8. Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek SBSN setelah mendapat Persetujuan DJPPR; 
9. Ralat nomor register pinJaman dan/ atau hibah luar negeri setelah mendapat persetujuan DJPPR;
10. Penyelesaian Tunggakan yang sumber dananya dari rupiah murni atau PNBP BLU;
11. Pergeseran anggaran dalam 1 RO Prioritas Nasional dalam 1 Satker dan 1 jenis belanja sepanJang tidak 

mengubah lokasi; 
12. Pergeseran anggaran sebagai akibat perubahan besaran SBKU berupa standar biaya keluaran 

sosialisasi dan standar biaya



MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KL BERAKIBATKAN PERUBAHAN DIPA

Proses Revisi:
1. mengubah data RKA K/L dengan menggunakan Sistem 

Informasi setelah dokumen pendukung dipenuhi;
2. Penetapan → surat pemberitahuan perubahan RKA dengan 

syarat:
✓ Revisi Anggaran dalam 1 Satker, penetapan oleh KP
✓ Revisi Anggaran dilakukan antar Satker dalam 1 unit eselon I, 

KPA → pejabat eselon I Kementerian/Lembaga; 
✓ Revisi Anggaran dilakukan antar Satker antarunit eselon I,  

KPA → pejabat eselon I → Sekretaris Jenderal/Sekretaris 
Utama/Sekretaris Kernenterian/ Lembaga;



MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KL BERAKIBATKAN PERUBAHAN DIPA

Tindak Lanjut Revisi:
1. KPA atau pejabat eselon I KL menandatangani dan 

menyampaikan surat pemberitahuan perubahan RKA → Kanwil 
DJPb/ Dit. PA;

2. Kanwil DJPb/ Dit. PA 
✓ Kanwil DJPb: Revisi Anggaran dalam1 Satker dan antar-

Satker dalam 1 Kanwil DJPb;
✓ Dit. PA: Revisi Anggaran antar-Satker antar-Kanwil DJPb dan 

revisi antarunit eselon I KL.
3. Kanwil DJPb/ Dit. PA melakukan Proses penelitian, pengesahan, 

dan penolakan melalui Sistem Informasi 



Revisi Pagu Anggaran Sumber PNBP



Revisi Pagu Anggaran Sumber Hibah



Revisi Pagu Anggaran Sumber Pinjaman



Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap









Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap - Administratif





Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap – Pengesahan DIPA



Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap – TIDAK PERLU Pengesahan DIPA



DISKUSI

• Mengapa harus meminimalisir Revisi Anggaran?

• Bagaimana strategi untuk mengurangi Revisi Anggaran?



TERIMA KASIH



https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowle
dge/tata-cara-revisi-anggaran-
menggunakan-aplikasi-sakti-
d9438f03/detail/

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowle
dge/revisi-anggaran-18c00261/detail/

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowle
dge/revisi-anggaran-sumber-pnbp-pada-
satker-810cd23a/detail/

Sumber Pengetahuan Revisi Anggaran

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/revisi-anggaran-18c00261/detail/
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/revisi-anggaran-18c00261/detail/
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/revisi-anggaran-sumber-pnbp-pada-satker-810cd23a/detail/

